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KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA CANDIWULAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK
W n n Al . ]
PEMERINTAH DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40
Tahun 2016,tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa, perlu melakukan penyesuaian terhadap
Susunan Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Pemerintah

Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa
Candiwulan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
( SOTK ) Pemerintah Desa Candiwulan Ke¢camatan
Adimulyo Kabupaten Kebumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dinbah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang  Perubahan Peraturan Pemerintah  Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Tahun 2016 Nomor 40).

9. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 9 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun ;

10. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul Desa ;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CANDIWULAN
DAN
KEPALA DESA CANDIWULAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA ( SOTK ) PEMERINTAH DESA CANDIWULAN KECAMATAN
ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

3.
4,

Daerah adalah Kabupaten Kebumen .
Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin urusan pemerintahan.

Bupati adalah Bupati Kebumen. .
Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dang bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. . . afl
Desa adalah kesatuan mamsyarakat hukum yang memiliki _baavrlls “11(1:3"1[? u‘x);gar%
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerint ga]angulpfian/hak
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyaﬂfkat shak asal u n Negara
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintaha
Kesatuan Republik Indonensia.
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0.

10.

11.

12.

13.

(1)
(2)

3)

(1)
2)
3)

1)

(2)
(3)

Pemerintahan Degq
kcpenti.ngan masyaraka
Republik Indonesia,
Badan Permusyawaratan De
yang melaksanakan fun
penduduk desa berd
demokratis,

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penycelenggara Pemerintah Desa,

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai  wewenang ,tugas
dan  kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pememrintah dan Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sckretaris Desa, dan
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBdesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - Undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dasn disepakati bersama BPD. L

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam
kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

adalah Penyclenggaraan urusan pemerintahan dan
t sctempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

sa yang sclanjutnya disingkat BPD adalah lcmbagg
gsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
asarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan sccara

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretariat Desa;

b. Pelaksana Kewilayahan; dan

c. Pelaksana Teknis. )
Perangkat Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur
pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin
oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan
yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin 9lch Kepala
Urusan, yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa serta sejajar dengan
Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 4

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b
merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dusun.

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Kepala Dusun.

(4) Jumlah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebanyak 3 Dusun

yaitu Dusun Kesongging, Dusun Srepeng dan Dusun Klapasawit.
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(5) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan

I;L:mcrimahnn Desa,pelaksana pembangunan desa, pembinanan kemasyakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c

' merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi
)’ﬂm.l seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.

(3) gﬂalflflg-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala

cksi.

(4) Tugas kewilayahan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyakatan
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

W Kt:xlr) ala Urusan,Kepala Scksi dan Kepala kewilayahan dapat dibantu oleh unsur
stal.
(2). Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan

bertangngung jawab kepada Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala
Kewilayahan.

(3). Sebutan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Desa.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 7

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
memiliki fungsi sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata kelola pemerintahan,
penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;

b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pendidikan dan kesehatan;

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan
dan ketenagakerjaan;

d. pemberdayaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga
lainnya; dan

f. tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa
mempunyai fungi sebagai berikut :
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(1)
(2)

3

(1)
(2)

@)

1. melaksana
¢ — kﬂr[ Urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat
. layk rat, arsip dan ckspedisi: ,
. melaksan . ’
pcn)!cdiaa‘;k‘:::uurusan umum, seperti penataan administrasi Perangkat Desa,
pfrngn(lminislr a:ir:la Prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyediaan rapat,
umum; N dan inventarisasi aset, perjalanan dinas dan pelayanan
. mclaks v’
¢ udmirﬂ::lrzl;ia I lrusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan,
administrasi k sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
BPD dan 1 euangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,
an lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
&c::jt:gg;an d dan  belanja Desa, inventarisasi data pembangunan Desa,
£ dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 9

Kepala Urusan berkedudy

kan sebagai . -
Kepala Urusan bertugas agai unsur staf Sekretariat Desa

a _ membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan
Z?fu?lmﬁm"d“kung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

1ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan
mempunyai fungi sebagai berikut -

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan
kctatau.sghaan, Seperti tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, arsip,
ekspedisi, penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan sarana prasarana
Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, inventarisasi dan administrasi
aset, perjalanan dinas dan pelayanan umum,

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan,
seperti administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

- Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi koordinasi urusan perencanaan,
scpertl menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa,
inventarisasi data pembangunan Desa, monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.

d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan
urusan ketatausahaan seperti tata naskah,administrasi surat menyurat,arsip
dan ekspedisi,penataan administrasi perangkat desa,penyediaan prasarana
perangkat  desa dan  kantor,penyiapan  rapat ,pengadministrasian
aset,inventarisasi,perjalanan dinas,pelayanan umum,mengkoordinasi urusan
perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa,mengiventarisir data-data dalam rangka pembangunan,melakukan
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 10

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas

operasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi

mempunyai fungi sebagai berikut :

a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan tata kelola
pemerintahan, menyusun rancangan peraturan desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah,
serta pendataan pengelolaan profil Desa.

b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan
sarana prasarana perdesaan, pendidikan, kesehatan, Sertl.l tugag'sosiglisasi dan
pemberdayaan masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan
hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karangtaruna.
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(N

(2

¢. Kepala Seksi Pelay
k(‘\l\'l\iihnn u":.:::'\.";("m memiliki fungsi melaksannkan pemberdayann hak dan
Syarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilal

Sl)ﬂinl bu(h\v" mas t ¢ |4 Kk
) w “ }"‘ll‘l"l' o] > ]
(l.l\(‘h"ll\ S(‘ks i l'.l‘\ ('j L, k( Il}{llllllllm (lllll l( d [} nagn (.rj"““«

pembangunan auniilll::“:'.'“‘ dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksannkan
kesehatan  dan 1, ]'memrnnu perdesann, pembangunan bidang pendidikan
budaya,ckonomi lN)lililﬁ"a 'kaoslnllanal serta motivasi  masyarnkat dlbldn’ng
olah “‘R"»kllmn’g lnrm'nmh ungan  hidup,pemberdayaan keluarga pmnu(; n,
pelaksanaan hak 4, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap

dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipnsi

masy ) ‘)( D “" i
. mn n ﬂl DAt !

Pasal 11

Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun berkedudukan scbagal

unsur l.ccmlaynhm\ yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan

tugas di wilayahnya, ‘

Untuk mch.lksxmnknn tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun

mempunyai fungi sebagai berikut :

a. pembinaan Ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah;

b. mengawasi pelaksanaan pembagunan di wilayahnya;

¢. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan
dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan; dan

d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB 111
LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, kewenanngan, hak, dan kewajiban, kepa desa wajib :

a.

b.

(1)

(2)

(3)

Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setia akhir tahun
anggaran kepada Bupati.

Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa
jabatan kepada Bupati; dan

Menyampaikan laporan keterangnan penyelenggaraan pememrintahan secara
tertulis kepada BPD sctiap akhir tahun anggaran.

Pasal 13

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa scbagaimana dimaksud dalam pasal
12 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan penyclenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat :

a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b. Pertanggungjawaban pelaksananan pembangunan.

c. Pelaksasanaan pembinaan kemasyarakatan ; dan

d. Pelaksanaan pemberdayaan mamsyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan

pengawasan.

Pasal 14
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i:gﬁl?‘klﬁgrwm:gl?ﬁsgf:gam ﬂ“.m laporan penyelenggaraan Pcmerintﬂha"‘(cD:;g
%5\1pati melalui Camat. imana dimaksud dalam pasal 12 huruf b kep

Lla)p.(;lr:;“?’::}{;:ndgagliﬁaz Pcmerimahan Desa sebagaimana dimaksud pada ﬂysa;
}ﬂbﬂtﬂn- Jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya ma

Laporan penyelenggaraan pPemer: i i ayat
3 (1) paling sedikit memuat ; nerntahan Desa sebagaimana dimaksud e

a. ringkasan laporan tahun-tahun gebye]

b.rencana penyelenggaraan Pemerintaha. o ' .

e e emerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima)

c. hasil yang dicapai dan yang belum gicana

G hal yang dianggap pect. e dicapai; dan
@) pelaksanaan atas rencang

dimaksud pada ayat (3) huryf

memori serah terima jabatan,

penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana
b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam

Pasal 15

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf ¢ setiap akhir tahun anggaran
kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
anggararn.

(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.

(3) Laporan keterangan penyenggaraan Pemerintahan Desa sebagaiamana dimaksud

pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja
Kepala Desa.

Pasal 16
Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang

mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada masyarakat desa.

BAB IV
KLASIFIKASI DESA DAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA CANDIWULAN
Pasal 17

(1) Sesuai dengan tingkat perkembangan Desa , desa Candiwulan merupakan desa
swakarya dan memiliki 3 urusan dan 3 seksi.

(2) Bagan Struktur Orgtanisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam
' lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB V
TATA KERJA
Pasa 18
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan

mengkoordinansikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
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(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)
)

(5)

Perangkat Desa dalam

- 48 menyele : ..
koordinasi, integrasi dan Sinykrd::&;{::rinknn pemerintahan berkewajiban melakukan

Kepala Desa dan Perap

© Perangkat pe
pclakannnn fungsi dan lugasnyg o
Sekretaris Desa me :

: ‘wakill Ke
ditempat atau berhg

mengadakan  pengawasan  dan  evaluasi

wald pala Desa apabila Kepala Desa sedang tidak ada
ANgan sementarg,

- BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN,

Pasal 19

Perangkat Desa yang ada saat ini )
. & saat ini slaksanal ¢ angkat dalam
jabatan baru melaly] - tetap melaksanakan  tugas dan diang

Tata Kerja Pemeri Omosi dan mutasi sesuai dengan Susunan Organisasi dan
rintah Desa berdasarkan pada Peraturan Desa ini.

Perangkat Desa yang tidak m

. enda i unan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa, Parkeit jabatan karecd Sus

diangkat menjadi staf Perangkat Desa.
Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berstatus sebagai Perangkat Desa.
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan akibat pelaksanaan promosi dan mutasi

jabatan, pengangkatan dan pengisiannya menunggu petunjuk teknis pelaksanaan
pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Candiwulan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di Candiwulan
pada tanggal 2 Januari 2019

LEMBA’RAN DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO TAHUN 2019 NOMOR 1
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LAMPIRAN PERATURAN DESA CANDIWULAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA
CANDIWULAN KECAMATAN
ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN

L KEPALA DESA

KTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO

—

SEKRETARIS DESA
.
KEPALA SEKSI KEPALA SEKS] KEPALA KEPALA
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN S,‘Z‘SQL“& URUSAN URUSAN
DAN PELAYANAN TATA USAHA KEUANGAN PERENCANAAN
DAN UMUM
l |
KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN
KESONGGING KEPALA DUSUN KELAPASAWIT
SREPENG
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LAMPIRAN PERATURAN DESA CANDIWULAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA
CANDIWULAN KECAMATAN

ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN STRUKTUR ORGAN ISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA

JUFRI SAEBANI

SEKRETARIS DESA
MARSIDI
I 1
KASI KASI KESEJ. DAN KAUR KAUR KAUR
PELAYANAN TU DAN UMUM 2 PERENCANAAN
KUWATNO AGUS HARYADI ADIYONO HS DEW! MULYANTL TARORAN
KADUS Ep—
KESONGGING KADUS KELAPASAWIT

TUMIJO ALY D
PRAYITNO SADIN
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KEPUTUSA
DESA CANDIWULAN ki

N BADAN pg;
" SRM U nQ
SCAMATAN A USYAWARATAN DESA ( BPD )

IMULYO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR - 8/KEP/BPD /2018

= TENTAN
PERATURAN DESA TENTAN G
pEMERINTAH DESA CANDIWUL/\NGKSFUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PERMUSYAWA
KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

“CAMATAN ADIMUI YO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2019

D N
ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a,

RATAN DESA

BPD ) D DIWULAN,
ADIMULYO ( ) DESA CAN

» KABUPATEN KEBUMEN

Zgh,l‘fv'a berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor

S ahun 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap
usunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

bahwa berdasarkan

i pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a

, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Susunan

. Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen;

Undamg'Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pgmbentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentqkap Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

10.

11.

Indonesia Tap
un 2005 N
Negara Republik | omor 165, Tambahan Lembaran

ndonesia Nomor 5717);
Peraturan Peme

fintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Perat un
2014ur,:: Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
"ang Desa  (Lembaran Negara  Republik

[ '

l\:‘::’;ema Tahu.n 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
gara .RePUbhk Indonesia Nomor 5539); sebagimana

telah diubah dengan

Tahun 2015 ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 47
Nomor 43 Tahentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Und: un 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(vembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Ne

gara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Desa Candiwulan Nomor 9 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun ;

Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa dan Hak Asal Usul Desa ;

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA PEMERINTAH DESA CANDIWULAN KECAMATAN
ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN.

Ditetapkan di : Candiwulan

Pada Tanggal : 27 Desember 2018
BADAN FI WARATAN DESA
w» “DESA PANDIWULAN

';.‘!l,v“‘ \

s RENUA

A v
I\_', .

w
i P

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Desa Candiwulan.
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da rini Kamis tanggal dua puluh tyjup bulan Desember tahun dua ribu
pad?

apa pelas bertempat di Balai Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo
de

upate? Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa

ulan dalam rangka membahas masalah:

ha

Kab
cand!

" enyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan

ota Kerja pemerintah Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten

T
Kebumen Pemerintah Desa Tahun 2019.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan dihadiri Ketua dan anggota
gadan permusyawaratan Desa Candiwulan tersebut telah diperoleh kata
_kat mengenai Rancangan Peraturan Desa Susunan Organisasi dan Tata

a Pemerintah Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

sep

Ker
atuk dapat di terbitkan menjadi Peraturan Desa.
u

pemikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini kami buat

untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Candiwulan, 27 Desember 2018
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DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : CANDIWULAN
KECAMATAN : ADIMULYO
KABUPATEN : KEBUMEN
TANGGAL : 27 Desember 2018.
1 Jumlah anggota :  Sorang
o H adir : : S orang
3. Tidak hadir : - orang
% Qorum . Memenuhi

rm‘f Nama Jabatan Tanda Tangan

T |H. SUKADI HS Ketua 1 y

| *@/f/@m

5| M. ZAINAL MUTTAQIN | Wakil Ketua m

3 | NURSLAMET Sekretaris 3 cl ’ﬂ

| q <

| - .
4

5 | MENTAR UTOMO Anggota ‘/4 1
5 | SODIKIN Anggota > g [
|

Ca{x\ug)iydaaﬂ 27 Desember 2018.
BAD! .,,PER‘MU, WARATAN DESA
/. .l

M Kétua
e/, '3
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